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Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu 
pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Disamping 
itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam 
masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya 
secara mandiri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah 
dalam pengelolaan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Tujuan penelitian 
yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Produk Domestik 
Regional Bruto (X1), Pajak Daerah (X2), terhadap Belanja Daerah. Alat analisis 
yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder 
selama 16 tahun. 
Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara Uji F (Uji Kecocokan 
Model) variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1), dan Pajak Daerah (X2), 
berpengaruh positif (nyata) terhadap Belanja Daerah (Y), dengan Fhitung=166,526 
> Ftabel = 3,81 pada tingkat signifikan (α) = 5% dengan derajat df= (2;13). Dimana 
Adjusted R Square 0,957 atau 95,7% sedang sisanya 4,3% [100% - 95,7%] 
dijelaskan oleh variabel lain. Dari pengujian hipotesis dinyatakan variabel Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) menunjukkan t hitung= 3,16 > t table = 2,160 
maka variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara nyata 
terhadap Belanja Daerah (Y). Pajak Daerah (X2) menunjukkan t hitung= 2,81 > t 
table = 2,160 maka variabel Pajak Daerah berpengaruh positif nyata terhadap 
Belanja Daerah (Y).   
 Dari pengaruh kedua variabel bebas terhadap Belanja Daerah Kabupaten 
Sumenep, yang terdiri dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (X1), dan 
Pajak Daerah (X2), dapat dilihat dari koefisien determinasi yang paling besar, 
dimana dalam perhitungan ditunjukkan oleh variabel tingkat Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,6602 atau 
sebesar 43,56%. 
 
Kata Kunci: PDRB, Pajak Daerah, Belanja Daerah 
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1.1. Latar Belakang 
Pengelolaan (manajemen) pemerintah daerah mengalami 
perubahan yang sangat berarti sejalan dengan diimplementasikannya 
otonomi daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah 
memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta 
sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Undang-
undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004). Kedua 
ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas 
kepada pemerintah daerah, baik dalam penggalian maupun optimalisasi 
pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki (Adi dan Setyawan, 2008 : 1).  
Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas 
kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi 
tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemadirian untuk mengelola dan 
mengatur rumah tangganya sendiri akan terwujud dengan baik apabila 
terdapat dukungan (partisipasi) publik.  Hal ini relatif akan dapat terwujud 
bila terjadi proses distribusi, baik pada kebutuhan masyarakat maupun 
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perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat 
secara merata (Adi dan Setyawan, 2008 : 2). 
Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan 
untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah 
pada umumnya. Disamping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah 
adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap 
pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah 
diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Salah satu 
yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan 
penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (Masyuri, 2007 : 1). 
Usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah 
sebagai basis PAD. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat 
untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung 
kepada aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktivitas 
ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan pendapatan yang mereka 
terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan PAD 
melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan (Masyhuri, 
2007 : 2). 
Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam penerimaan 
Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk 
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dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip 
otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 
secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Usaha pemerintah 
untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan dan kemampuan 
daerah dalam bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah ini, 
sebenarnya telah dicanangkan dan dimulai sejak pelita I. (Jaya, 1999) 
menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk 
diperhatikan adalah penerimaan sendiri, karena sumber inilah yang 
merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam 
mendukung proses pembangunan. Penerimaan daerah sendiri merupakan 
wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan 
retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, 
yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah (Masyhuri, 2007 : 
2). 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai satu 
strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah 
merupakan suatu strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah 
terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of 
income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi 
daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian 
daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk 
menghadapi era perekonomian bebas. Salah satu indikator turunnya 
ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah meningkatkan 
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kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, 
baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah memiliki 
dana yang signifikan dalam rangka membiayai pembangunan daerah guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan 
penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sangat ditentukan oleh 
faktor ekonomi atau potensi ekonomi yang memiliki prospek untuk 
dikembangkan bagi setiap daerah. Sedangkan kemajuan ekonomi suatu 
daerah sangat tergantung pada upaya pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik guna mendukung aktifitas 
ekonomi (Masyhuri, 2007 : 2-3). 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 
diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita 
(Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah 
pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB berdasarkan harga 
berlaku. Dalam produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten/Kota 
Sumenep, menyebutkan 9 sektor-sektor ekonomi dalam PDRB antara lain; 
1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3) Sektor 
Industri dan Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Sektor 
Bangunan; 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7) Sektor 
Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan; 9) Sektor Jasa-jasa. Kebijakan otonomi daerah merupakan 
pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia 
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(SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi 
desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemrintah daerah 
satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada 
gilirannya dsapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula 
(Situngkir, 2009 : 1). 
Menurut Prastiwi (2008 : 22) Di era otonomi daerah seperti saat ini 
kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tak dapat dielakkan 
lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat 
kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-
masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus 
mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan 
pembiayaannya tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat 
seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan. Untuk 
menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat 
tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen 
kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam 
perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah 
dalam 1 (satu) periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan dan 
pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau Rupiah. APBD seharusnya 
dapat mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan suatu daerah namun di 
sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang 
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bersangkutan. Untuk itu APBD harus disusun dengan memperhatikan 
aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas (value for money). 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output 
pengalokasian sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya merupakan 
permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. 
Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam 
pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan 
ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur 
belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang 
mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Pergeseran komposisi 
belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah 
setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. 
Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk 
aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap 
lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki 
sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama 
dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Selama ini 
belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif 
kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja 
hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan 
aktivitas pembangunan (Situngkir, 2009 : 1). 
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Anggaran belanja merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal 
yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan 
fiskal bekerja mempengaruhi perekonomian melalui anggaran yang 
berfungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada dasarnya 
kebijakan fiskal akan mentransfer tenaga beli masyarakat (berupa pajak, 
keuntungan, bea, dan/atau pinjaman) kepada pemerintah dan kemudian 
mentransfernya kembali kepada masyarakat baik secara langsung maupun 
tidak langsung, dan didistribusikan menurut pertimbangan tertentu. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa transfer berperan sangat strategis 
dalam mempengaruhi perekonomian daerah. Strategisnya pengaruh 
transfer tidak bisa  dilepaskan dari interaksi antara penerimaan dengan 
alokasi belanjanya. Pada dasarnya dampak transfer sangat dipengaruhi 
berbagai faktor, diantaranya adalah pertama, sampai seberapa besar 
proporsi transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis belanjanya. 
Kedua, sampai seberapa besar jenis belanja tersebut dapat menstimulasi 
kegiatan ekonomi regional yang selanjutnya dapat diserap kembali dalam 
bentuk penerimaan dari daerah sendiri (Kuncoro, Haryo., 2007 : 195). 
Agar tugas pemerintah yang diamanatkan oleh otonomi daerah 
dapat dilaksanakan dengan efesien dan efektif dibutuhkan sumber 
keuangan. Masalah keuangan daerah merupakan permasalahan yang 
esensial dan mendasar, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. 
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka 
pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep memerlukan dana 
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operasioanal. Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu diadakan penelitian 
bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan 
Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep. 
 
1.2 Perumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 
timbul adalah : 
1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep? 
2. Manakah kedua faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah 
diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten 
Sumenep. 
2. Untuk mengetahui manakah diantara variabel Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah  yang berpengaruh paling 
dominan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Apabila tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka manfaat 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan  
intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep 
ilmiah khususnya Ilmu Ekonomi. 
2. Bagi praktisi, Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sumenep dan dapat menjadi 
acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
3. Bagi akademik, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
menambah wacana dalam perkembangan Ilmu Ekonomi. 
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